
SALINAN 

PERATURAN  WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 59 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  

NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemberian dan 
pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan 
Walikota Surabaya  Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan 

Bantuan Sosial; 

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pemberian hibah

dan bantuan sosial di Kota Surabaya, maka Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau
kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan

Walikota Surabaya  Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan
Bantuan Sosial.

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan   Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 
 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 
 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6139); 
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11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara    

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang  

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara        

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,           

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 6322); 

 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014  tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12   

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2014 Nomor 199); 
 

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 63); 

 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi 
Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara           

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446); 
 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah             

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015           
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran

Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah

Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16);

23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota

Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Lembaga pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan

Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya

Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 4);

25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis
Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya

Tahun 2011 Nomor 54);

26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya

(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 48)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota

Surabaya Nomor 48 Tahun 2018 (Berita Daerah

Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 48);

27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya

(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 50);
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28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota 

Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 
Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2018 (Berita Daerah 

Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 35); 

 
29. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 

Nomor 52); 

 
30. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum  Bina Marga 
dan Pematusan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2016 Nomor 53)  sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 

Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 
Nomor 36); 

 

31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang 

Terbuka Hijau Kota Surabaya (Berita Daerah                  
Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 54) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 

Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 
Nomor 37); 

 

32. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 

Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya          
Tahun 2016 Nomor 55) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38       

Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018    
Nomor 38); 

 

33. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya 

(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 57)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Surabaya Nomor 40 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2018 Nomor  40); 

 
34. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota 
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 

Nomor 58); 
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35. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian 

Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2016 Nomor 59); 
 

36. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2016 Nomor 60)  sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2018 

(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 41); 

 
37. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya     
Tahun 2016 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2018 

(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 45); 
 

38. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas  Kepemudaan dan Olah 

Raga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya     

Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2018 

(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 46); 

 

39. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2016 Nomor 69); 

 

40. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2016 Nomor 70); 
 

41. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota 

Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 

Nomor 71); 
 

42. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2016 Nomor 73); 
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43. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya             
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 74); 

 

44. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban 
Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2021 Nomor 42). 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 42     

TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN       

DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN        

BANTUAN SOSIAL. 
 

 

Pasal I 

 
  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya  

Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial           
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 42) 

diubah sebagai berikut : 

 

 
1. Ketentuan Pasal 7 ayat (9) diubah, sehingga Pasal 7 

berbunyi sebagai berikut : 

 
 

Pasal 7 
 

(1)  Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada 

satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian  yang wilayah kerjanya berada 
dan/atau mencakup dalam daerah.  

 

(2)  Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, 

diberikan kepada daerah otonom baru hasil 
pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

(3)  Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, 

diberikan dalam rangka untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d,

diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah

yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah
Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah tidak

dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang
atau jasa.

(6) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan kepada

Badan dan Lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang

telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang
diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur

atau Walikota;

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat, dan keberadaannya

diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau

penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau

kepala satuan kerja perangkat daerah terkait
sesuai dengan kewenangannya; dan

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memenuhi

kriterai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya.

(7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf e, diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Yayasan

atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan

hukum perkumpulan yang telah mendapatkan
pengesahan badan hukum dari kementerian yang

membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia

sesuai peraturan perundang-undangan.

(8) Hibah kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi
Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7)

diberikan untuk kegiatan tertentu di bidang :

a. Pemerintahan Umum, meliputi pemberian

sarana dan prasarana untuk kegiatan yang

dilakukan oleh lembaga  yang membantu dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan;
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b. Perekonomian, meliputi pemberian sarana dan
prasarana usaha dan/atau pendanaan kegiatan

pelatihan pengadaan bagi usaha mikro dan kecil

serta kegiatan pemberdayaan ekonomi;

c. Pendidikan, meliputi penyediaan biaya
pendidikan, pemberian sarana dan prasarana

dan/atau pendanaan kegiatan pendidikan

lainnya;

d. Kesehatan, meliputi pendanaan kegiatan dan/atau

pemberian sarana dan prasarana dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan

kebersihan lingkungan;

e. Keagamaan, meliputi pengadaan sarana dan

prasarana untuk kegiatan keagamaan, 

pemakaman dan/atau pendanaan kegiatan 

perayaan hari keagamaan; 

f. Kesenian, meliputi pendanaan kegiatan

dan/atau penyediaan/pembelian sarana dan

prasarana guna pelestarian kesenian daerah dan

kesenian Indonesia;

g. Adat istiadat, meliputi pendanaan kegiatan

dan/atau penyediaan sarana dan prasarana

dalam rangka pelestarian dan pengembangan

adat istiadat yang hidup dan berkembang di
daerah;

h. Keolahragaan Non Profesional, meliputi pendanaan

kegiatan dan/atau penyediaan sarana dan 
prasarana kegiatan olahraga non prestasi dan 

amatir; 

i. Kepemudaan, meliputi pendanaan kegiatan
dan/atau penyediaan sarana dan prasarana untuk

kegiatan kepemudaan.

(9) Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat
nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk

berdasarkan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a,
terhadap:

a. Permohonan hibah oleh Rukun Tetangga (RT)
pelaksanaannya dikoordinir dan diakomodir

melalui Rukun Warga (RW); dan/atau

b. Permohonan hibah oleh Karang Taruna dan/atau

Tim Penggerak PKK tingkat Rukun Tetangga (RT)
dan/atau Rukun Warga (RW) pelaksanaannya

dikoordinir dan diakomodir melalui Karang

Taruna dan/atau Tim Penggerak PKK Tingkat

Kelurahan.
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(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah bidang 
pendidikan yang digunakan dalam rangka 

penyediaan biaya pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) huruf c diatur dalam 
Peraturan Walikota tersendiri. 

 

(11) Hibah berupa uang dilarang dipergunakan untuk: 
 

a. membiayai kegiatan operasional kesekretariatan 

pada badan, lembaga dan organisasi 
kemasyarakatan kecuali ditentukan lain 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
  

b. membiayai kegiatan olahraga profesional; 
 

c. membiayai kegiatan usaha simpan pinjam/dana 

usaha bergulir; 
 

d. pengadaan tanah/bangunan; 
 

e. pengadaan kendaraan bermotor dan moda 

transportasi lainnya; 
 

f. penggunaan yang bersifat pribadi atau tidak 

menjadi barang inventaris badan, lembaga dan 
organisasi kemasyarakatan; 

 

g. membiayai kegiatan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

(12) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) 

huruf d dan huruf e dikecualikan bagi hibah yang 

diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan 

Badan Usaha Milik Daerah. 

 

(13) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) 

huruf f dikecualikan dalam hal terdapat kebijakan 

dari Walikota. 

 

2. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab     

dan 1 (satu) Pasal yakni Bab VIA dan Pasal 49A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

 

BAB VIA 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 49A 
 

(1)  Permohonan hibah yang telah diajukan dan diproses 
sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan dan 

anggarannya telah dialokasikan pada DPA SKPD, 

pelaksanaannya mendasarkan Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan 

Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2017. 
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(2) Permohonan hibah yang telah diajukan sebelum
berlakunya Peraturan Walikota Nomor 42

Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan

pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial dan
sudah diproses serta telah tercantum dalam

dokumen RKPD, namun anggarannya belum

dialokasikan pada DPA SKPD, tetap mendasarkan

pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2017. 

(3) Permohonan hibah yang diajukan setelah 
berlakunya Peraturan Walikota Nomor 42 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan 

pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial, 
diproses berdasarkan Peraturan Walikota dimaksud. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal 26 Agustus 2021 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

   ERI CAHYADI 

Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal 26 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 59 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

Ira Tursilowati, SH.MH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19691017 199303 2 006 
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